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1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 176), Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 3897) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Bireuen dan Kabupaten  Simeulue
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6826);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6987);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun
2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6042)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2021 tentang Penyelesaian
Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6655);

10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
19);

11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyusunan, Peninjauan



12.

13.

14.

15.

Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota
dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 329) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 6 Tahun 2026 Perubahan
atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penyusunan, Peninjauan
Kembali, Revisi, dan Penerbitan
Persetujuan Substansi Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota,
dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 630);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi
Program Pemanfaatan Ruang (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 330);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Penyusunan Basis Data dan
Penyajian Peta Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,
Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/ Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan
Ruang (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 530);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang
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Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan
Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1484);

16.Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh
Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 62);

17.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2
Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045
(Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun
2025 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Kabupaten Bireuen Nomor 136);

18.Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7
Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029
(Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun
2025 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 140).
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